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BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbarng

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

:a.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1}
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemeriritah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh persetujuan Bersama; |

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Beldnja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah- Tahun 2023 yang dijabarkan ke
dalam. perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud |
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan |
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapsdtar dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; f
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan .
Undang-Undang Darurat. Nomor 4 Tahun 1956 tentang:
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Suthaterda Selatan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 535, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1091) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821); '



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomort 4286] 3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharsdan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lémbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentarg Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perckonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistern Keuangah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran.
Negara Republik Indonesia Nomor 6485}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Amntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4864] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomior

121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6793);



il.

12

13.

14,

15.

16,

17.

18.

19,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4972}
sebagaimana telah beberapa kali ditibah terakhir dengan |
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 77);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 092, Tambahan,
Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoriesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak.
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia- Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonésia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah N omor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik .I'ﬁd-o-zuesi-a_
Taliuin 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimarna
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor S7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden. Nomnor 53 Tahun 20283
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 868);




20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

24a.

30,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan °
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan. Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630) sebagaimana telah diubah déngan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik |

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 101 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah |

Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1541); ;
Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun |
2018 Nomor 1619);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan |

Ketentraman dan Ketertibane Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun |
2018 Nomor 158}, :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang -

Staridar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 5
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indoniesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Mentéri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);.
Peraturdan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 149} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Keunangan Nomor 118/ PMK.07 /2022

(Berita Negara Republik Indonesia’ Takiun 2022 Nomor 691);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun. 2021 Nomor 1419);




Menetapkan

31.

32,

33.

34,

35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomgor 677);

tentang Pedomarn Pe_nyus_unan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Keputusan Menteri: Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi; Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daergh
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1,15.5-1317 Tahun 2023,
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09,
‘Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung ‘Tengah
Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Teéngah Nomor 57);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 4};
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09
Tahun 2020 teritang Pokok-pokek Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Lampung Tengah
Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaternn Lampung Tengah Nomor 50};
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4
Tahun 2022 fentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2023 Nomor 2};

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 |



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan «

1.
2.

_Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Bupati. sebagai unsur :

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin |
pelaksanaan  urusan  pémerintahan  yang — menjadi
kewenangan daerah otoriom.
Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut .
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. yang
berkedudukan sebagal unsur penyelenggara pemerintahan
daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya .
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan ;
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh |
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan |
peraturan daerah.,
Pendapatari Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai periambah nilai kekayaan bersih dalam periode |
tahun anggaran berkenaan.
Belanja Daerah adalah semua kewajzban Pemerintah Daerah.
yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaah daerah adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima .
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada -
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023
semula sebesar Rp.2.729.046.241.259 bertambah sebesar
Rp.63.367.670.271 sehingga menjadi Rp.2.792.413:911.530,

dengan rincian sebagai berikut :

1.

3.

Pendapatan Daerah

Semula Rp. 2.638.738.105.864
Bertambah Rp. 17.715.067.578
Jumiah setelah perubahan Rp. 2,656.453.173.442
Belarja Daerah

Semula Rp. 2.690.030.377.789
Bertambah Rp. 69.124.618.629 |
Jumilah setelah perubahan Rp.  2.759.154.996.418

Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
Semula Rp. 90.308.135.385 |

Bertambah _ Rp. 45.652.602.693

Jumlah setelah perubahan Rp. 135.960.738.088
b. Pengeluaran Pembiayasan

Semula Rp. 39.015.863.470

Berkurang Rp. (5.756.948,358) |

Jumlah setelah perubahan  Rop. - 33.258.915.112
Jumlah Pembiayaan netto Rp. 102.701.822.976

Sisa lebih pembiayaan anggaran _ :
Setelah perubahan Rp. 0,00 -



Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari ;

d. Pendapatan asli daerah;

Semula Rp. 259.079.320.864
Bertambah Rp. 7.968.506.311
Jumlah setelah perubahan Rp. 267.047.827.175
b. Pendapatan transier, _ _
Semula Rp. 2.376.202.138.000
Berkurang Rp. 9.746.561.267
Jumlah setelah perubahan Rp. 2.385.9048,699.267
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
Semula Rp. 3.456.647.000
Bertambah/berkurang Rp. 0
Jumlah setelah perubahan Rp. 3.456,647.000
Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, bersumber daxri ¢

a. Pajak daerah;

Semula Rp. 125.510.632.197
Bertambah Rp. 3.859.700.000
Jumlah setelah perubahan  Rp. 129.370.332.197
b. Retribusi daerah; |
Semiula Rp. 10.913,975.000
Bertambah Rp. 84.800.000
Jumlah setelah perubahan  Rp. 10.998.775.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerahl yang dipisahkan;
Semula Rp. 8.061.458.068
Bertambah Rp. 1.158.316.062
Jumlah setelah perubahan Rp. - 9.219.774.130
d. Ldin-lain pendapatan asli daerah yang sah;
Semula Rp.  114.593.255.599
Bertambah Rp: 2.865.690.249
Jurmlah setelah perubahan  Rp. 117.458.945.848

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat;
Semula " Rp.  2.236.202.138.000
Berkuratig Rp. (19.353.438.733)
Jumlah setelah perubahan Rp. 2.216.848.699.267
b. Transfer antar daerah;

Semula Rp. 140.000.000.000
Bertambah Rp. 29.100.000.000
Jumlah setelah perubahan  Rp. 169.100.000.000

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
‘dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah;

Semula _ Rp. 3.456.647.000
Bertambah/berkurang Rp. _ 0
Jumlah setelah perubahan Rp. 3.456.647.000



b.

Lain-lain pendapatan
Perundang-undangan,;
Semula

Bertambah/berkurang
Jumlah setelah perubahan

‘Pasal 5

sesuai

ketentuan  peraturan
Rp. 0
Rp. C
Rp. 0

Arnggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas :
a. Belanja operasional;

Semula

Berkurang

Jumlah setelah perubahan
b.. Belanja modal;

Semula

Bertambah

Jumlah setelah perubahan
¢. Belanja tidak terduga;

Semula

Berkurang

Jumlah setelah perubahan
d. Belanja transfer;

Semula

Bertambah

Jumlah setelah perubahan

Pasal 6

Rp. 1.890.876.811.057
Rp.  40.032.257.636
Rp.  1.930.909.068.693
Rp. 312.483.682.812
Rp. 37.197.910.993
Rp. 349.681.593.805
Rp. 15.000.000.000
Rp. (8.500.000.000)
Rp. 6.500.000,000
Rp. 471.669.883.920
Rp. 394.450.000
Rp. 472.064.333.920

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
huruf a, terdiri atas :

&,

Belanja pegawai;

Semula

Berkurang

Jumlah setelah perubahan

Belanja barang dan jasa;
Semula

Bertambah

Jumiah setelah perubahan
Belanja Bunga;

Semula

Berkurang

Jumlah setelah perubahan

Belanja subsidi;
Semula

Berkurang

Jumlah setelah perubahan
.. Belanja hibah;_

Semula
Bertambah
Jumlah setelah perubahan

Rp. 1.241.783.329.342
Rp. _ (156.506.359)
Rp.  1.241.626.822.983
Rp. 542.614.718.705
Rp. 34.338.053.513
Rp. 576.952,772.218
Rp. 9.000.000.000
Rp. (1.941.879.688)
Rp. 7.058.120.312
Rp. 361,500.000
Rp. (80.000.000)
Rp. 281.500.000
Rp. 97.117.263.010
Rp. 7.872.590.170
Rp. 104.989.853.180



(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b, terdiri atas :
a. Belanja modal tanah;

1.300.000.000
0

1.300.000.000

69.178.480.463
7:290.250.752

76.468.731.215

80.343.217.882
97.,928.838.376

178.272.056.258

161.347.774.467
(68.336.688.135)

Semula Rp.
Bertambah /berkurang Rp.
Jumlah setelah perubahan Rp

b. Belanja modal peralatan dan mesin;
Semula Rp.
‘Bertambah Rp.
Jumlah setelah perubahan Rp..

c. Belanja modal gedung dan bangunan;
Semula Rp.
Bertambah Rp.
Jumlah setelah perubahan. Rp.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
Semula Rp.
Berkurang Rp.
Jumlah setelah perubahan Rp.

¢. Belanja modal aset tetap lainnya;

Semula.

Berkurang

Jumlah setelah perubahan
f. Belanja modal aset lainnya;

Semula

Berkurang.

Jumlah setelah perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

93.011.086.332

Rp. 244,210,000
RD. 285.510.000
Rp. 529.720.000
Rp. 70.000.000
Rp. 30.000.000
Rp. 100.000.000

huruf ¢, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

Semula
Berkurang
Jumlah setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

d, terdiri-atas :
a. Belanja bagi hasil,
Semula
Bertambah
Jumlah seteldh perubahan

b. Belanja bantuan keuangan;

Semula
Bertambah/berkurang
Jumlah setelah perubahan

Pasal 7

Anggaran penibiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam |

Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan;
Semula
Bertambah

- Jumlah setelah perubahan

b. Pengeluran pembiayaan,;
Semula. '
Berkurang
Jumlah setelah perubahan

Rp.

Rp.

15.000.000.000

(8.500.000.000)

Rp.

6.500.000.000

13.642.460.720

Rp.

Rp. 394.450,000 .
Rp. 14.036.910.720
Rp. 458,027.423.200
Rp. o
Rp. 458.027.423.200

Rp.
Ep.

00.308.135.395
45.652.602.693

Rp

Rp.
Rp.

135.960.738.088

39.015.863.470

(5.756.948.358) |

Rp.

33.258.915.112

H



Pasal 8 :
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal -
7 huruf a, terdiri atas : :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

Semula Rp. 90.308.1385.395

Bertambah' Rp. 45.652.602.693

Jumlah setelah perubahan Rp 135.860.738.088.
b. Penerimaan pinjaman daerah;

Semula - Rp. 0

Bertambah/berkurang Rp. 0.

Jumlah setelah perubahan Rp. 0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, terdiri atas : '

a. Penyertaan modal daerah;

Semula Rp. 0
Bertambah/berkurang Rp. 0
Jurnlah setelah perubahan Rp. 0

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Semula Rp.. 39.015.863.470 |

Berkurang Rp. (5.756.948.358)

Jumlah setelah perubahan Rp. 33.258.915.112
Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dilaporkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023,

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi : '

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa; _

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau '

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik; '

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1
meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yahg anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib; '

¢. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendall
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah f
Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubazhan Anggaran Pendapatan dan -

Belanja Daerzh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak :
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

ihi terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran I

4. Lampiran 1V

5. Lampiran V

6. Lampiran: VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis ;
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan  Perubahan  APBD  yang |
Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan |
Daerah dan Organisasi; o
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan |
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, |
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis |
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut !
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, |
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub |
Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah |
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan |
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi :
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara; %
Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
Pemienuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD derigan -
Rancangan Perubahan APBD; o
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub'
Kegiatan pada Perubahan RKPD dan |
Perubahan PPAS dengan Rancangan |
Perubahan APBD;
Daftar Perubshan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan; :
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; :
dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Lampung Tengah menetapkan Peraturan Bupati' tentang
Penjabarar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD,



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran |
Daerah Kabupaten Lampung Tengah. :

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD
Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR |

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
PROVINSI LAMPUNG : ...../...../LTG/2023



LAMPIRAN Y _ _
PERATURAN DAERAH KABUPATENLAMPUNG TENGAH
BORADR™™ “TAHUINLADEE e rmom mee e e o

TEMTANG _ o _
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK AN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kade Uraian N . Jurnlah (Rp) __ . Bertambah/(Batkurang)
Sehelum Perubahan Setelah Pecubahan (Rp} %

4 PENDAPATAN DAERAH- _
s . PENDAPATAM ASLI DAERAH (PAD) 259.072.220.864 267,047 827,175 7.968.505.311 3%
41501 Pajik Dacrah 125510.632.197 129.370332.197 3.559.700.000 3%
4102 Retribusi Daerah ' 10.913:975.000 10:998.775,000 £4.600.000 1%
4,103 Hasil Pangelofaan Kekayaan Daerah yang Di;_i;ahkan ...... B R o 8067458068 : 9.219.774.130 1.158316.062 4%
4154 Lain-lain PAD yang Sah 114593.255.599 117.458.945.8481. 2.865.690.249 3%
ax | PENDAPATAN TRANSFER 2.376.202,138.000 2.385.948.:699.267] 9.746.561.267 o %l
42M Pendapatan Transfer Pemerintaly Pusat ] 2236202135000 2216.840.693.267 {18352438.733) 1%
4202 Pendapatan Trensfer Anter Dacmh 140.600,000.000 ©169.100.000.000 | 2%,100.000,000 21%
43 LATN-LAIN PENDAPATAN DAERAH VANG SAH 3.456:647.000 2.456.647.000 c 0%
4301 Pendapatan Hibah 3456.547.000 3ds66dr000| ' 0 %
o Jurilah Pecidapatan 2.638.738.105.864 2.656.453.173.442 _ 17.715.067.578 1%

5 BELANJA

5.1 BELANJA, OPERASI 1,890.876,811.057 1.920.909.068.692 40.037.257.636 2%
5:1.01 Belanja.Pegavai 1241.783329.342, " 1241626822963 {156.506.359) 0%
5102 Belanja Bamng da Jasa; - 542 614718705 576.952.772.218 34338053513 6%
5108 Beianja Bunya 9.000.000.080 7058420312 {1.941:879.688) 22 %
?1"54_ T belarga subsidi Tmmmm—— T mmmmm——— o 361500000 asisoo0os] goo0a000s| | 2%
51.05 Belanja Hizah 97.117.263.010 104,989,853, 180 7ETZ590.170 8%
52 "BELANJA MODAL - 312:483 682,812 349.651.593.805 37.487.910.993 Y
3207 Befanja Modal Tanah . ‘ . 1:300.000.000 1300000000 0 %
5202 Belanja Madal Peralatan dan Mesin _ 69.178.4B0.463 76.468.731.215 7.200.250.752 %
5203 Belanja Modaf Getlung dan Bangunan 80.343.217 882 1782724056.258 87.928.838.376 122%
5204 Belanja-Modal falan, faningan, dan ligasi 161347774 467 93.011.006332 {68.336.636.135) 42.%
saps 1 Belarjs. Modal Aset Tetap Liinnya 244210060 529720000 785.510.000} %
(5206 Belanja Modal Aset Lainnya - E 10.000.000 100.000.000 20.000.600 43%
53 BELANJA TIDAK TERDUGA. ] 15:080.000.000 £.560.000.000 {8’500.000,000 57 %
5301 Belanja Tidak Terduga 15.000002.000 6:500.000.000 (8.500,000.000) 57 %
54 BELANJA TRANSFER. ! 471.669.863.920 472.064333.926 ~394.450.000] 0%
5401 Belanja Bagi Hasil 13.642.46D.720 14036910720 394,455,600 3%
a0z Belanja Bantuan Kauangan. ‘ 456.027.423 200 458.027.423.200 G; 0%




Jumlah (Rp)

Kode. . Bertambaby/{Berkurang)
a Sebelum Perubahan Setélak Perubahan {Rp) %
Jumlah Belarija 2.690.030:377.789 2.759.154.996.418 | 69.124.618.629 3%
"""""""""""" i Totat Surplus/(Defisit) (51.252.271.925) (102,701 822.976) (51.469.551.051) -100%
5 PEMBIAYAAN

6.1 . PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0.308.135:395 135.960.736,088 45.652.602.693 SL%
6101 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran -rahun-Eebetumnya 90,308.135395 135960738058 45652 602 693 515
Jumlah Peacrd Pembiay 90.308.135.395 1%5,960,738.088 45.652.602.692 514
62 PENGELLIARAN PEMBIAYAAN 39.015.863.470 33.258.915.912 (5.756.948,358} 15%
16203 Pembayaran Cicitan Pokck Utang yang datuh Tempo 39.015.863.470 3325EmEI2 {5.756.948.358) 5%
Jurnlah Pengetuaran Pembiiayaan 39.015.862,470 33.258.915.112 {5.756.548.353) 159%
Pémblayaan Netto 51.292.271.925 102.701.822.976 Sta0essios} 100%
63 Sis2 Lehih P'em[_ﬁny::an:Angg'ar_a_ti_'Daera'I"\'Tahun"Berkenaa:n : e 0 o [} 2%

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD




